
 

            

 

 

 

 

WALIKOTA DENPASAR  

 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  

 

NOMOR 12 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA 

DESA KEPADA SETIAP DESA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA DENPASAR, 

 

Menimbang : a. bahwa pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat dan 

partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa; 

 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi 

Dana Desa Kepada Setiap Desa sudah tidak sesuai 

dengan kondisi, perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat saat ini sehingga perlu diubah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa 

Kepada Setiap Desa; 

 

SALINAN 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001657-SRT-0620241_conv.pdf

 



 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3465);  

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6871); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 



 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi 

Dana Desa Kepada Setiap Desa (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2019 Nomor 69); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP 

DESA. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 

69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mengalokasikan 

dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada setiap 

Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 

Nomor 69) diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

 

Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

 

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 8  

 

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan 

pencairan ADD kepada Kepala Badan melalui 

Kepala Dinas. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihimpun oleh Kepala Dinas dan disampaikan 

kepada Kepala Badan. 

(3) Kepala Badan menindaklanjuti permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Walikota untuk ditetapkan. 

(4) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah 

kepada Rekening Kas Desa. 

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan setiap bulan dengan melampirkan 

persyaratan sebagai berikut: 

a. permohonan pencairan dana; 

b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 

berjalan; 

c. rencana penggunaan dana; 

d. surat pernyataan tanggung jawab; 

e. rekening kas Desa;  

f. kartu tanda penduduk Perbekel dan Bendahara 

Desa; dan 

g. laporan penggunaan ADD pada bulan 

sebelumnya. 

 

3. Ketentuan) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 13  

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDesa, sehingga  

bentuk pertanggungjawabannya yaitu 

pertanggungjawaban APBDesa. 

(2) Selain pertanggungjawaban APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel 

dengan dikoordinasikan Camat setempat juga 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan 

ADD setiap bulan kepada Walikota. 



 

(3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan 

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan ketentuan : 

a. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber 

dari ADD; 

b. realisasi Belanja Desa yang bersumber dai 

ADD; 

c. masalah yang dihadapi; dan 

d. rekomendasi penyelesaian hasil akhir 

penggunaan ADD.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 17 April 2024 

 

WALIKOTA DENPASAR, 
 

ttd. 
 

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

 

Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 17 April 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 

ttd. 
 

IDA BAGUS ALIT WIRADANA 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 12 NOMOR 2024 

 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH. 

 Pembina Tk.I/ IV/b 
 NIP. 19750917 199903 2 008 
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